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Abstract: Humans need to carry out marriage in order to legalize the relationship between the prospective husband or wife.
Given the importance of marriage to human life, it is appropriate for marriage rules to be regulated in such a way that it can
minimize the occurrence of problems in the field of marriage. One important thing to realize orderly in the field of marriage
is the existence of legal certainty in the field of marriage, especially on marriage dispensation in prospective husband / future
wife whose age has not been eligible by law. The law governing marriage is Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic
Law. One of the issues discussed in the Act and KHI is the minimum age limit for marriage. Therefore it must be prevented
the existence of underage marriage. The type of research used is qualitative research, which produces descriptive data in the
form of words or oral from people and observed behavior. Based on the formulation of problems and research objectives, the
approach method used is the sociological juridical approach. Means that this study could include research on legal principles,
legal systematics, legal synchronization, legal history, and comparative law. While the sociological means this research
consists of research on legal identification (not written) and research on the effectiveness of the law. Research location
in Religious Court of Bengkulu City. The data used in this study consist of primary data and secondary data. Data obtained
from both the literature and the interview will be analyzed by using qualitative analysis method, a research procedure that
produces analytical descriptive data. In this analysis, the authors conclude that the determination of the dispensation has
been juridically appropriate. While the sociological reasons proposed by the applicant is not in an ideal position. This lack of
ideals is due to the fact that the applicant does not have a plan to mature marriage, the status of the applicant who is still a
student, and has not / does not have a job or income to support the family.
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Abstrak: Manusia perlu melaksanakan perkawinan untuk dapat melegalkan hubungan antara calon suami atau istri. Mengingat
pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, maka sudah sewajarnya peraturan mengenai perkawinan diatur sedemikian
rupa, sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan di bidang perkawinan. Salah satu hal penting untuk mewujudkan
tertib di bidang perkawinan tersebut adalah adanya kepastian hukum di bidang perkawinan, khususnya terhadap dispensasi
kawin pada calon suami/calon istri yang usianya belum memenuhi syarat menurut undang-undang. Hukum yang mengatur
tentang perkawinan adalah UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu yang dibahas dalam UU dan KHI
tersebut adalah batasan minimal usia untuk menikah. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati.Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum,
sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan secara sosiologis berarti
penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Lokasi
penelitian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari wawancara akan di analisis dengan menggunakan metode
analisa kualitatif, suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam analisis ini, penulis menyimpulan
bahwa penetapandispensasi tersebutsudah sesuai secara yuridis. Sedangkan secara sosiologis alasan yang diajukan pemohon
tidak pada posisi yang ideal. Ketidak idealan ini disebabkan Pemohon belum memiliki rencana untuk menikah yang matang,
status pemohon yang masih pelajar, serta belum/ tidak sedang memiliki pekerjaan atau penghasilan untuk menafkahi keluarga.
Kata kunci: Dispensasi, Perkawinan di BawahUmur, UU. No. 1 Tahun 1974, KompilasiHukum Islam.
Pendahuluan
Perkawinan pada anak di bawah umur
bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik
ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak
pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman.
Sebabnya pun bervariasi, karena masalah
ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman
budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga
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karena hamil terlebih dahulu. Namun dengan
adanya dispensasi kawin bagi anak di bawah
umur tentu bertolak belakang dengan adanya
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Setiap anak mempunyai
hak untuk hidup pada masanya. Perkawinan
di bawah umur tersebut tidaklah sedikit yang
sudah terjadi di semua wilayah. Hal tersebut
tentu bukan semata-mata sengaja terjadi. Akan
tetapi ada suatu faktor tertentu yang mendesak
untuk dilaksanakannya perkawinan di bawah
umur tersebut. Dengan adanya alasan tersebut
maka permohonan dispensasi dapat dikabulkan
oleh Pengadilan. Sehubungan hal tersebut
penulis bermaksud mengangkat permasalahan
ini kedalam penulisan hukum tentang dispensasi
perkawinan, khususnya pada daerah kewenangan
Pengadilan Agama Bengkulu. Karenanya penulis
memilih judul “Penerapan Dispensasi Perkawinan
Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif
di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Penadila
Agama Bengkulu Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Bn.)
Dalam hal adanya penyangkalan suami
terhadap anak yang dilahirkan, isteri dapat
meminta agar dinyatakan anak tersebut adalah
anak sah, akan tetapi permintaan yang demikian
harus dengan sumpah.
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah
anak dari ibunya yang melahirkannya tetapi anak
tersebut tidak mempunyai ayah, karena anak
tersebut tidak mempunyai hubungan hukum
dengan laki-laki yang membenihkannya, sesuai
dengan ketntuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata anak yang demikian dinamakan
anak luar kawin atau anak alam.
Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 tidak
mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh
karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah
anak dari ibu yang melahirkannya, asas mana
didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum
adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak
tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut
adalah anak dari ibu yang melahirkannya.
Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu
mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang
melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu,
tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-
laki yang membenihkannya.
Mengabaikan dan tidak memantapkan
perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan
tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan
membawa akibat yang sangat merugikan diri
sendiri di kemudian hari. Dalam arti luas dan
pada hakikatnya engadilan Agama Bengkulu
Nomor: 0051/Pdt.P/2016/PA.Bn).
Sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.
1 Taun 1974 dan KHI bahwasanya pembatasan
umur dalam perkawinan adalah untuk ke-
maslahatan dan dispensasi dapat diberikan
terhadap perkawinan di bawah umur juga untuk
kemaslahatan. Namun dalam praktik pemberian
dispensasi yang bertujuan untuk kemasalahatan
kadangkala rabun dan sulit untuk melihat
kemaslahatan tersebut secara kacamata umum.
Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti
secara spesifik alasan hakim dalam memberikan
dispensasi perkawinan tersebut.
Fokus penelitian ini adalah kasus di Pengadilan
Agama Bengkulu  nomor: 0051/Pdt.P/2016/PA.Bn.
Dalam kasus ini yang mengajukan dispensasi
adalah orang tua dari seorang laki-laki dengan
inisial AVP yang berumur 18 tahun untuk
mekawini seorang perempuan dengan inisial BP.
Dalam duduk perkaranya penulis menyimpulkan
alasan perkawinan yang mereka ajukan adalah
karena: Pertama, bahwa AVP telah berkenalan
dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan
BP sekitar lebih kurang 3 bulan. Kedua, orang
tua AVP ingin segera mengawinkan AVP dengan
BP karena BP telah mengandung 1 bulan. Ketiga,
disebutkan juga bahwa AVP dan BP mengaku
telah siap secara fisik dan mental untuk berumah
tangga.
Setelah melalui berbagai pertimbangan
akhirnya majelis hakim mengabulkan per-
mohonan dispensasi perkawinan atas nama
AVP. Namun penulis melihat ada hal yang tidak
sesuai dengan maksud pembatasan umur oleh
Undang-undang dan KHI dengan pemberian
dispensasi perkawinan tersebut. Hal-hal tersebut
antara lain:
1. Penulis memandang bahwa kehamilan BP
yang di luar perkawinan dengan AVP itulah
yang membuat dispensasi diberikan.
2. Penulis juga berpendapat bahwasanya AVP
dan  BP belum memiliki rencana untuk kawin
kecuali hanya karena BP hamil, ini bisa dilihat
dari status keduanya yang masih seorang
pelajar.
3. Kesiapan fisik dan mental yang disebutkan
oleh AVP dan BP juga masih perlu dianalisa
dan melihat pendapat hakim, karena AVP
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tidak sedang mempunyai pekerjaan atau
penghasilan. Ini diperlukan karena kehidupan
rumah tangga mewajibkan seorang suami
untuk memberi nafkah kepada istri dan
anaknya.
4. Masih kaburnya maksud dari “dar’u al-mafâsid
muqaddam ‘ala jalbi al-mashâlih” (menolak
kemafsadatan itu adalah lebih utama dari
pada menarik kemaslahatan), sebagai
kaidah fiqih yang digunakan majelis hakim
dalam mengabulkan permohonan dispensasi
perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan
karena adanya pemahaman yang tidak sama
tentang status perkawinan wanita yang hamil
terlebih dahulu.
Penelitian ini memiliki maksud untuk
mengembalikan kemasalahatan yang terkandung
dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
hukum Islam. Keduanya memiliki maksud agar
perkawinan dilakukan untuk tujuan membina
rumah tangga yang kokoh, bukan dilakukan
karena untuk menutupi kekacauan atau aib
keluarga karena pergaulan bebas anak muda.
Penulis juga melihat bahwa dalam Penetapan
Pengadilan Agama Bengkulu nomor: 0051/
Pdt.P/2016/PA.Bn sangat sederhana dalam
pengajuan alasan dan hal-hal lain yang menjadi
pertimbangan hakim. Sebagai pembanding
penulis juga menampilkan putusan serupa
dengan No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Bn, dalam
penetapan tersebut, disebutkan bahwa calon
suami (M, 18) yang mengajukan dispensasi
perkawinan telah bekerja dan memiliki
penghasilan. Sedangkan AVP belum memiliki
pekerjaan dan penghasilan sendiri. Penulis
juga menganalisis isi penetapan yang menjadi
fokus penelitian dengan penetapan Pengadilan
Agama tentang dispensasi perkawinan di bawah
umur yang tidak disebabkan oleh hamil duluan.
Pembanding-pembanding tersebut dimaksudkan
agar dapat melihat alasan khusus oleh majelis
hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan
di bawah umur No. 0017/Pdt.P/2016/PA.Bn.
Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan
pernikahan anak di bawah umur diancam 5
tahun penjara dan atau denda seratus juta rupiah,
sedangkanmenurut pasal 288 KUHP diancam
pidana empat tahun penjara bagi pernikahan
belum cukup dewasa.
Rumusan Masalah
1. Apa faktor penyebab permintaan dispensasi
dan pemberian dispensasi oleh hakim dalam
putusan Pengadilan Agama Bengkulu?
2. Apa Pertimbangan Hakim Untuk Mengabulkan
Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama
Bengkulu?
3. Bagaimana kajian yuridis dan sosiologis dari
Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah
Umur Oleh Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor. 0051/Pdt/2016/PA.Bn?
Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis faktor penyebab per-
mintaan dispensasi dan pemberian dispensasi
oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama
Bengkulu.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim
untuk mengabulkan permohonan dispensasi
di Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Untuk menganalisis berdasarkan kajian yuridis
dan sosiologis dari Penetapan Dispensasi
Perkawinan di Bawah Umur Oleh Pengadilan
Agama Bengkulu Nomor. 0051/Pdt/2016/PA.Bn.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif, yang dimaksud penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati.1
Berdasarkan perumusan masalah dan tuju-
an penelitian, maka metode pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sosiologis. Secara yuridis berarti penelitian ini
bisa mencakup penelitian terhadap azas-azas
hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi
hukum, sejarah hukum, dan perbandingan
hukum.2 Sedangkan secara sosiologis berarti
penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap
identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian
terhadap efektifitas hukum.3 Bahwa penelitian
ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial
yang ada pada masyarakat. Dalam masalah ini
yaitu dispensasi kawin dibawah umur.
1 Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:
UI-PRESS, 1986), h. 51
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian…., h. 51
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Kajian Teori
1. Tinjauan Batasan Umur Melakukan Perkawinan
a. Batasan Umur Melakukan Perkawinan menurut
Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974:
Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk dapat
melangsungkan suatu perkawinan maka
seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin
kedua orang tua.
Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)
tahun dan pihakwanita sudah mencapai umur
16 (enam belas) tahun.
Dalam pelaksanaan Pasal tersebut tidak terdapat
keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang
lain yaitu ayat (2) menerangkan “Dalam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat
meminta dispensasi kepada Pengadilan atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun pihak wanita.
b. Batasan Umur Melakukan Perkawinan
Menurut Kompilasi Hukum Islam.
Menurut Kompilasi Hukum Islam menerang-
kan bahwa calon mempelai yang hendak
melakukan perkawinan apabila calon
mempelai yang belum mencapai umur 21
tahun maka calon mempelai mendapat izin
sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2),
(3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974. sebagai berikut:
Pasal 6 ayat 2: Untuk melangsungkan
Perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus
mendapat izin kedua orang tua.
Pasal 6 ayat 3: Dalam hal seorang dari
kedua orang tua telah meninggal dunia datu
dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, maka izin di maksud ayat (2)
Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua
yang masih hidup atau dari orang tua yang
mampu menyatakan kehendaknya.
Pasal 6 ayat 4: Dalam hal kedua orang tua
telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya
maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan
lurus ke atas selama mereka masih hidup
dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.
Pasal 6 ayat 5: Dalam hal ada perbedaan
pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau
salah seorang atau lebih di antara mereka tidak
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberikan
izin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4)
Pasal ini.
2. Tinjauan Tentang Dispensasi Dalam Perkawinan
Di Bawah Umur
a. Pengertian Dispensasi
Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan
izin pembebasan dari suatu kewajiban
atau larangan. Jadi dispensasi merupakan
kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya
tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan
untuk dilakukan atau dilaksanakan.4
b. Pengertian Dispensasi Dalam Perkawinan Di
Bawah Umur
Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur
merupakan pemberian kelonggaran kepada
calon mempelai yang akan melaksanakan
prkawinan namun bagi calon mempelai
tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat
perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal  7
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:
Menentukan bahwa Pasal 7 ayat (1) Apabila
penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal
7 ayat (1) maka diterangkan pada Pasal 7 ayat
(2) bahwa penyimpanagan terhadap Pasal
7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi
kepada Pengadilan.
Jadi dispensasi dalam perkawinan di bawah
umur merupakan pemberian kelonggaran
untuk melakukan perkawinan kepada calon
mempelai yang belum mencapai syarat umur
perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal
7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur
19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16
tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau
tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan
4 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 357
HUMAM ISKANDAR: Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur | 127
namun karena alasan tertentu maka perkawinan
tersebut diperbolehkan/ diizinkan.
c. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam
Perkawinan Di Bawah Umur
Pemberian dispensasi dalam perkawinan di
bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan
apabila terdapat syarat-syarat anatara lain
sebagai berikut:
1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan
kehidupan manusia.
d. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam
Perkawinan Di Bawah Umur
Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam
perkawinan di bawah umur diberikan kepada
calon mempelai yang hendak melaksankan
perkawinan yang sebenarnya belum me-
menuhi syarat sahnya perkawinan yaitu
belum mencapai umur sesuai dengan yang
diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena
adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan
manusia maka dispensasi perkawinan dapat
diberikan kepada calon mempelai. Pemberian
dispensasi terhadap perkawinan di bawah
umur inidiharapkan dapat mengurangi akibat
yang tidak baik dalam kehidupan yang akan
dijalani calon mempelai bila tidak diberikan
dispensasi.
Pembahasan
Anotasi Penetapan Dispensasi Perkawinan di
Bawah Umur Oleh Pengadilan Agama Bengkulu
(Studi Kasus No. 0051/Pdt/2016/PA.Bn
a) Kasus Posisi
• Bahwa pemohon I dan Pemohon II berencana
akan menikahkan anak yang bernama (Ahmad
Vivin Pujangga bin Sukri) dengan (Bela Papira
Binti Basahir Sukandi;
• Bahwa pemohon telah datang dan melapor
ke KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak
pemohon tersebut, namun ditolak dengan
alasan belum cukup umur;
• Bahwa antara anak pemohon I dengan
pemohon II telah berkenalan dan telah
menjalin hubungan cinta kasih dengan Bela
Papira Binti Basahir Sukandi sekitar lebih
kurang 3 bulan;
• Bahwa pemohon I dan Pemohon II meng-
hendaki agar anak pemohon Ahmad Vivin
Pujangga bin Sukri dengan Bela Papira Binti
Basahir Sukandi tersebut segera dinikahkan,
demi kebaikan mereka berdua nantinya
karena saat ini Bela Papira Binti Basahir
Sukandi telah mengandung 1 bulan;
• Bahwa pemohon ingin agar anak pemohon
dengan calon istrinya tersebut segera
dinikahkan, namun terhambat menyangkut
usia kawin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b) Isi Penetapan
Penetapan: Nomor: 0051/Pdt.P/2016/PA.Bn
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa
dasn mengadili perkara perdata pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis
telah memberikan penetapan atas perkara
Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Sukri bin
Hasan, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di
jalan Samsul Bahrun, RT.004 RW.001 No.
101 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara
Bangkahulu, sebagai Pemohon I;
Nurwainti Binti Amrun, Umur 40 tahun, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di jalan Samsul
Bahrun, RT.004 RW.001 No. 101 Kelurahan
Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu,
sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas
perkaran;
Telah mendengar keterangan pemohon I dan
Pemohon II dalam persidangan:
Tentang Duduk Perkaranya
Menimbanga, bahwa pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 23 September 2016
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkulu Nomor. 0051/Pdt.P/2016/PA.Bn
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Pemohon I telah menikah dengan
pemohon II pada tanggal 11 Oktober 1997 dan
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
a. Ahmad Vivin Pujangga bin Sukri, 18 Tahun
b. Suci Anisa Meka Putri binti Sukri, 15 tahun
c. Tria Selvia Novita Sari binti Sukri, 2 tahun
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2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana
akan menikahkan anak yang bernama (Ahmad
Vivin Pujangga bin Sukri) dengan (Bela Papira
Binti Basahir Sukandi;
3) Bahwa pemohon telah datang dan melapor
ke KUA Kecamatan Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak
pemohon tersebut, namun ditolak dengan
alasan belum cukup umur;
4) Bahwa antara anak Pemohon I dengan
pemohon II telah berkenalan dan telah
menjalin hubungan cinta kasih dengan Bela
Papira Binti Basahir Sukandi sekitar lebih
kurang 3 bulan;
5) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meng-
hendaki agar anak pemohon Ahmad Vivin
Pujangga bin Sukri dengan Bela Papira Binti
Basahir Sukandi tersebut segera dinikahkan,
demi kebaikan mereka berdua nantinya
karena saat ini Bela Papira Binti Basahir
Sukandi telah mengandung 1 bulan;
6) Bahwa pemohon ingin agar anak pemohon
dengan calon istrinya tersebut segera di-
nikahkan, namun terhambat menyangkut usia
kawin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
7) Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut, maka
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang
memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan
penetapan sebagai berikut:
Primair:
1) Mengabulkan permohonan para pemohon
2) Menetapkan, memberikan dispensasi kepada
para pemohon untuk menikahkan anak para
pemohon bernama (Ahmad Vivin Pujangga
bin Sukri) dengan (Bela papira Binti Basahir
Sukandi)
3) Memerintahkan kepada penghulu pada KUA
Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan
peratutan perundang-undangan yang berlaku;
Subsidair
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.
MENETAPKAN
1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II;
2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon
I dan Pemohon II yang bernama Ahmad Vivin
Pujangga Bin Sukri umur 18 tahun, untuk
menikah dengan calon istrinya Bela Papira
Binti Basahir Sukandi umru 16 tahun;
3) Memerintahkan kepada Pemohon I dan
Pemohon II untuk memberitahukan kembali
rencana perkawinan anak Pemohon I dan
Pemohon II yang bernama Ahmad Vivin
Pujangga bin Sukri dengan calon mempelai
wanita yang bernama Bela Papira binti Basahir
Sukandi ke KUA Kecamatan Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu, setelah mendapatkan salinan
penetapan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
4) Membebankan kepada Pemohon I dan
Pemohon II untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp. 376.000 (tiga ratus  tujuh puluh
enam ribu rupiah).
Demikianlah penetapan ini dijatuhkan
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis
tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah,
yang terdiri dari Drs. Husniadi sebagai Ketua
Majelis, Drs. Syamsudin, M.H., dan Drs. Ridwan
Ronie Coprin, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan ini juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum Oleh Ketua Majelis
Hakim dengan didampingi Para Hakim Anggota
Tersebut dan dibantu Rahmi Fitri, SH., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
I dan Pemohon I.
c) Analisis Penetapan
a. Analisis Secara Yuridis
1) Hukum Islam
Dalam penetapan No.0051/Pdt.P/2016/PA.Bn
di atas, penulis akan menganalisis dari dua
persoalan yang terdapat dari penetapan tersebut.
Pertama dari sisi umur dan kedua hamilnya
calon mempelai wanita.
Pada dasarnya, hukum Islam tidak me-
ngatur secara mutlak tentang batas umur
perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama
tentang batas umur minimal dan maksimal untuk
melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi
kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.
Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan
melangsungkan perkawinan haruslah orang yang
siap dan mampu. Firman Allah Swt.
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang
sendirian di antara kamu dan orang-orang yang
layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha
Mengetahui.” QS. Al- Nur /24: 32
Secara tidak langsung, Alquran dan Hadis
mengakui bahwa kedewasaan sangat penting
dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh
ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat
jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum
antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas)
tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid
pada wanita minimal pada umur  9 (sembilan)
tahun.5
Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka
telah memungkinkan seseorang melangsungkan
perkawinan.6 Sehingga kedewasaan seseorang
dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.7
Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan
pada perkembangan jasmaninya, sehingga pada
usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan
air mani bagi pria atau mengeluarkan darah
haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum
mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu,
maka mulai periode balighnya berdasarkan
usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-
tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang
dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan
lingkungan, geografis dan sebagainya.8
Ukuran kedewasaan yang diukur dengan
kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif).9
Artinya, jika secara kasuistik memang sangat
mendesak kedua calon mempelai harus segera
dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadz
al-zari’ah untuk menghindari kemungkinan
timbulnya mudharat yang lebih besar.10
Para ulama berbeda pendapat dalam me-
netapkan batasan umur bagi orang yang di-
5 Salim bin Samir al-Hadhramy, Safinah al-Najah, (Surabaya:
Dar al-Abidin, t.th), h. 15-16
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media,
2008), j. I, h. 394
7 Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan
Nasional, Kamus Besar    Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), edisi. III, h. 96
8 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Ilmu Fiqh, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), j. II, h. 3-4, 25
9 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Press, 2003), h. 78
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam…., h. 78
anggap baligh. Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah
menyatakan bahwa:
ﻲﺘــــــ ﺤﻘﻗ ﺲـﻧلبا غﻞــ ﻟوبا نأ لةبﻞــﻧاحا و ﻊـــ ﯾةفشالا لقا و
ةيرالحا و ﻞﻣاغلا ﻲـــ ﻓ ةنس ةعﺮــﺷ سمﺦـــ ﺑ
“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap
baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun”.11
Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang
dianggap baligh sebagai berikut:
شةعر عبس و ﻞﻣاغلا ﻲـــ ﻓ شةعر نامث ةيفنﺢــ ﻟا لاق و
ةيراﺞــ ﻟا ﻲـــ ﻓ
“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18
tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.12
Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah
menyatakan:
ﻲـــ ﻓ عست و ﻞﻣاغلا ﻲـــ ﻓ ةعﺮــﺷ ﻢﺨــ ﺳ ةيمامﻹ ا لاق و
ةﺮــﯾاﺎــﺠﻟ
“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15
tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”.13
Terhadap anak perempuan yang berusia 9
tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama,
Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu
Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan
yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti
anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum
baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena
telah memungkinkan untuk haid sehingga diper-
bolehkan melangsungkan perkawinan meskipun
tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana
dimiliki oleh wanita dewasa.14
Mengingat, perkawinan merupakan akad/
perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan)
yang menuntut setiap orang yang terikat di
dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban
masing-masing dengan penuh keadilan, ke-
serasian, keselarasan dan keseimbangan.15
Perkawinan sebagai salah satu bentuk pem-
bebanan hukum tidak cukup hanya dengan
mensyaratkan baligh (cukup umur) saja.
11 Muhammad Jawad Mughniyyah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah,
(Beirut: Dar al-’Ilmi lil Malayain, tt). h. 16
12 Muhammad Jawad Mughniyyah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
..., h. 16
13 Muhammad Jawad Mughniyyah, Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
..., h. 16
14 Ibn Qudamah, al-Mughniy, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.th), j. VII, h. 383-384
15 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga
Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah), (Jakarta: Akademika
Pressindo, 2003), h. 1
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Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada
akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur)
dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru
bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan
dapat memahami secara baik terhadap taklif
yang ditujukan kepadanya.16 Jadi penulis lebih
sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah
mukallaf.17
Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam
perkawinan, para ulama cenderung tidak mem-
bahas batasan usia perkawinan secara rinci
namun lebih banyak membahas tentang hukum
mengawinkan anak yang masih kecil.
Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh
disebut nikah  al-shaghir/ shaghirah atau al-zawaj
al-mubakkir. Shaghir/ shaghirah secara literal
berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan
shaghir/shaghirah adalah laki-laki/ perempuan
yang belum baligh.18
Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak
ijbar yaitu hak wali (ayah/  kakek) mengawinkan
anak perempuannya tanpa harus mendapatkan
persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak
perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal
saja ia bukan berstatus janda.
Seorang ayah bisa mengawinkan anak
perempuannya yang masih kecil dan perawan
selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak
ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika
dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh
mengawinkan anak laki-lakinya yang masih
kecil.19
Meskipun demikian, seorang anak perempuan
tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya
jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup
dewasa untuk melakukan hubungan layaknya
suami isteri.
Meskipun masing-masing negara memiliki
standar umur perkawinan yang berbeda, namun
16 Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi
Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia),
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 3
17 Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu
bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah
maupun larangan-Nya. Mukallaf diindikasikan dengan cukup
umur (baligh), berakal dan memahami taklif yang dibebankan
kepadanya. Lihat Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung:
Pustaka Setia, 1999), h. 334 dan 336
18 Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas
Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90
19 Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, Al-
Muhalla, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. VI, h. 458 dan 462. Lihat juga
Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, Hukum-Hukum Fiqh
Islam (Tinjauan Antar Madzhab), (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2001), h. 232
intinya prinsip kematangan dan kedewasaan
sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan
perkawinan tidak semata-mata karena ter-
penuhinya rukun melainkan berkembang pada
pemenuhan syarat-syarat perkawinan.
Majelis Ulama’ Indonesia memberikan fatwa
bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia
kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyah
al-ada’ dan ahliyyah al-wujub).20
Ahliyyah al-Ada’ adalah sifat kecakapan
bertindak hukum seseorang yang telah dianggap
sempurna untuk mempertanggung jawabkan
seluruh perbuatannya baik perbuatan yang
bersifat positif maupun negatif.
Ahliyyah al-Wujub adalah sifat kecakapan
seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi
haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh
kewajiban.21
Permasalahan yang juga muncul dari penetapan
ini adalah posisi calon mempelai wanita dalam
kondisi hamil atau yang disebut dengan istilah
kawin hamil. Kawin hamil sendiri adalah per-
kawinan yang dilaksanakan karena mempelai
wanita pada saat melangsungkan perkawinan
tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena
hamil di luar ikatan pernikahan yang sah). Dalam
menjawab permasalahan ini, para ulama berbeda
pendapat, yaitu;
a) Para Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa
zina tidak memiliki kewajiban ber-iddah,
baik wanita tersebut hamil atau tidak.
Sama halnya wanita tersebut mempunyai
suami atau tidak. Apabila dia mempunyai
suami, maka halal bagi suaminya untk
menyetubuhinya secara langsung. Jika dia
tidak mempunyai suami, maka boleh bagi
laki-laki yang berzina dengannya atau orang
lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau
tidak. Hanya saja, menyetubuhinya dalam
keadaan hamil berhukum makruh sampai
dia melahirkan.
b) Jika wanita yang di zinai tidak hamil, maka
laki-laki yang berzina dengannya atau laki-
laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak
wajib ber-iddah. Pendapat ini disepakati
di kalangan Madzhab Hanafi. Jika yang
menikahinya adalah laki-laki yang berzina
20 Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama (Keputusan
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III  Tahun 2009),
(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78
21 Ali Imron, Kecakapan Bertindak …., h. 18, 24
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dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya
dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika
lahir enam bulan setelah pernikahan. Namun
jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia
bukan anaknya dan tidak mendapat warisan
darinya. Sedangkan jika wanita yang dizinai
hamil,  maka menurut Abu Hanifah, dia boleh
dinikahi namun tidak boleh disetubuhi sampai
melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Zafar
dari Madzhab  Hanafi berpendapat bahwa jika
wanita yang berzina hamil, maka dia tidak
boleh dinikahi.
c) Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi
dan dia wajib beriddah dengan waktu yang
ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan
melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika ia
memiliki suami, maka suaminya tidak boleh
menyetubuhinya sampai iddahnya habis.
Ini adalah pendapat Rabi’ah, Ats Tsauri, Al
Auza’i dan Ishaq dari kalangan Madzhab
Maliki dan Hanbali. Para ulama Madzhab
Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya
menikahi wanita yang berzina yaitu taubat
dari zina.22
Dalam fikih madzhab Indonesia yang
terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam,
masalah ini dijawab dalam pasal 53 yaitu:
a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut
pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih
dahulu kelahiran anaknya.
c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada
saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan
ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dari keterangan diatas dapat diambil ke-
simpulan bahwa seorang wanita yang hamil
di luar ikatan perkawinan yang sah dapat
dinikahkan dengan pria yang menghamilinya
tanpa me nunggu kelahiran anak dalam
kandungannya. Perkawinan tersebut terus
berlaku selama tidak ada perceraian sehingga
perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut
tidak perlu diulang kembali meskipun setelah
kelahiran anaknya.
Islam secara tegas telah menyatakan tentang
larangan mendekati zina. Larangan tersebut
22 Yahya Abdurrahman Al-Khatib, Fikih Wanita Hamil,
Penerjemah Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: Qisthi Press, 2009),
h. 87-88.
diberlakukan karena efek dari zina adalah me-
ngarah pada pengkaburan keturunan. Termasuk
dalam kategori jalan pengkaburan tersebut adalah
pengabsahan anak melalui nikah hamil. Hal ini
karena tidak semua yang menikahi wanita itu
adalah laki-laki yang menghamilinya. Kalaupun
yang menikahi itu adalah yang menghamilinya,
namun konsepsi23 janin itu terjadi sebelum
pernikahannya, sehingga anak tersebut tetap
dianggap anak zina.24
Definisi tersebut secara otomatis menge-
cualikan bahwa semua anak yang lahir diluar
pernikahan adalah anak tidak sah (anak zina).
Termasuk dalam pengertian ini adalah anak yang
dilahirkan dalam pernikahan, namun konsepsi
janin terjadi sebelum pernikahan.
Konsep Islam ini berbeda dengan konsep
yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KHI
pasal 99 disebutkan anak yang sah adalah:
a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah.
b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar
rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Rumusan tersebut senada dengan rumusan
Undang-Undang Perkawinan pasal 42 yang
menyatakan bahwa anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Dari kedua rumusan
senada tersebut dapat ditarik pengertian
bahwa anak sah adalah anak yang lahir “dalam
perkawinan” dan anak yang lahir sebagai “akibat
perkawinan”.
Pengertian pertama (dalam perkawinan)
memberikan implikasi bahwa semua anak
yang lahir dalam perkawinan, baik proses
terjadinya konsepsi janin itu sebelum atau setelah
pernikahan dianggap sebagai anak yang sah.
Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari
perbuatan zina dapat dianggap sebagai anak
sah apabila kelahirannya terjadi dalam sebuah
pernikahan.25
Sedangkan pengertian yang kedua (sebagai
akibat perkawinan) memberikan pengertian
bahwa anak yang sah adalah anak yang memang
benar-benar dibenihkan oleh ayah dan ibunya
23 Masa awal kehamilan yang ditandai oleh pertemuan sel
telur dengan sperma yang akan membentuk janin di dalam
rahim seorang wanita.
24 Musthafa Rahman, Anak Luar Nikah Status dan Implikasi
Hukumnya, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 25.
25 Musthafa Rahman, Anak Luar …., h. 54-62.
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dalam ikatan pernikahan. Anak yang menjadi
akibat dari perkawinan adalah anak yang sejak
awal konsepsinya sebagai janin dalam kandungan
ibunya terjadi setelah ayah dan ibunya terikat
pernikahan. Kelahiran anak yang merupakan
akibat perkawinan tidak hanya terjadi dalam
perkawinan saja, tapi boleh jadi kelahiran itu
terjadi setelah adanya pernikahan.26 Maksud
dari pernyataan kelahiran setelah pernikahan
adalah kelahiran yang terjadi pada saat ayah
dan ibunya sudah tidak terikat pernikahan. Hal
tersebut dikarenakan perceraian keduanya atau
ayahnya meninggal namun konsepsi janin terjadi
dalam pernikahan tersebut. Konsep ini sejalan
dengan konsep yang ditawarkan oleh Islam.
Dalam ajaran Islam, anak sah itu memiliki
hubungan keperdataan dengan orang tuanya,
baik ayah maupun ibunya. Hubungan tersebut
berlanjut sampai kakek atau nenek dari kedua
orangtuanya dalam garis lurus ke atas. Akan
tetapi bagi anak zina (anak luar nikah) hanya
mempunyai hubungan keperdataan pada ibu dan
keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan rumusan
KHI pasal 100 dan UUP pasal 43 Hukum Positif
di Indonesia Hukum di Indonesia yang mengatur
tentang pembatasan usia perkawinan adalah
Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 15.
Menurut penulis, permohonan dispensasi
No.0051/Pdt.P/2016/PA.Bn yang dikabulkan
majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 15. Alasan yang diajukan sudah
cukup untuk diterima dan diberikan dispensai
kawin.
Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam
perkawinan di bawah umur diberikan kepada
calon mempelai yang hendak melaksanakan
perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi
syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai
umur sesuai dengan yang diterangkan pada
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, namun karena adanya tujuan
untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka
dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada
calon mempelai.
Jelas sudah bahwa tujuan pemberian
dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur
26 Musthafa Rahman, Anak Luar…., h. 25.
adalah untuk kepentingan kemaslahatan ke-
hidupan umat manusia, karena dengan pemberian
dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur
ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak
baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon
mempelai. Alasan kemaslahatan disini adalah
telah hamilnya calon mempelai wanita yang
bernama Bela Papira Binti Basahir Suhandi,
sehingga akan berpengaruh terhadap status
hukum anak yang akan dilahirkan, sehingga
pemberian dispensasi kepada Ahmad Vivin
Pujangga Bin Sukri dirasa layak.
Menurut penulis, pengajuan dispensasi dalam
penetapan No.0051/Pdt.P/2016/PA.Bn di atas lebih
cenderung disebabkan oleh mempelai wanita
yang sudah terlebih dahulu hamil. Dalam fikih
madzhab Indonesia yang terangkum dalam
Kompilasi Hukum Islam, masalah ini dijawab
dalam pasal 53 yaitu:
a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa
menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada
saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan
ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Dari keterangan diatas dapat diambil ke-
simpulan bahwa seorang wanita yang hamil di
luar ikatan perkawinan yang sah dapat dinikahkan
dengan pria yang menghamilinya tanpa me-
nunggu kelahiran anak dalam kandungannya.
Perkawinan tersebut terus berlaku selama tidak
ada perceraian sehingga perkawinan yang telah
dilaksanakan tersebut tidak perlu diulang kembali
meskipun setelah kelahiran anaknya. Dasar yang
dipakai pertimbangan oleh Kompilasi Hukum
Islam dalam menetapkan perkawinan wanita
hamil adalah surat al-Nur [24] ayat 3 yang
berbunyi:
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini
melainkan perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan
yang berzina tidak dikawini melainkan oleh
laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik,
dan  yang demikian itu diharamkan atas oran-
orang yang mu’min”.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan
perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang
menghamilinya adalah suatu pengecualian,
sehingga laki-laki yang menghamilinya adalah
yang tepat menjadi suaminya. Ayat tersebut
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juga menerangkan bahwa haram bagi laki-laki
mukmin yang baik untuk mengawininya.27 Hal
tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan
laki-laki yang beriman.
Akibat dari hamil di luar nikah akan ber-
implikasi terdapat status hukum anak yang akan
dilahirkan. Dalam ajaran Islam, anak sah itu
memiliki hubungan keperdataan dengan orang
tuanya, baik ayah maupun ibunya. Hubungan
tersebut berlanjut sampai kakek atau nenek dari
kedua orangtuanya dalam garis lurus ke atas.
Akan tetapi bagi anak zina (anak luar nikah)
hanya mempunyai hubungan keperdataan pada
ibu dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan
rumusan KHI pasal 100 dan UUP pasal 43.28
Konsep Islam ini berbeda dengan konsep
yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam
dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KHI
pasal 99 disebutkan anak yang sah adalah:
a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah.
b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar
rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Rumusan tersebut senada dengan rumusan
Undang-Undang Perkawinan pasal 42 yang
menyatakan bahwa anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Dari kedua rumusan
senada tersebut dapat ditarik pengertian
bahwa anak sah adalah anak yang lahir “dalam
perkawinan” dan anak yang lahir sebagai “akibat
perkawinan”.
Pengertian pertama (dalam perkawinan)
memberikan implikasi bahwa semua anak
yang lahir dalam perkawinan, baik proses
terjadinya konsepsi janin itu sebelum atau setelah
pernikahan dianggap sebagai anak yang sah.
Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari
perbuatan zina dapat dianggap sebagai anak
sah apabila kelahirannya terjadi dalam sebuah
pernikahan.29
Sedangkan pengertian yang kedua (sebagai
akibat perkawinan) memberikan pengertian
bahwa anak yang sah adalah anak yang memang
27 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006), h. 45-46.
28 KHI Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya
dan keluarga ibunya. UUP Pasal  43 (1) menyebutkan anak yang
lahir  diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.
29 Musthafa Rahman, Anak Luar …., h. 54-62.
benar-benar dibenihkan oleh ayah dan ibunya
dalam ikatan pernikahan. Anak yang menjadi
akibat dari perkawinan adalah anak yang sejak
awal konsepsinya sebagai janin dalam kandungan
ibunya terjadi setelah ayah dan ibunya terikat
pernikahan. Kelahiran anak yang merupakan
akibat perkawinan tidak hanya terjadi dalam
perkawinan saja, tapi boleh jadi kelahiran itu
terjadi setelah adanya pernikahan.30 Maksud
dari pernyataan kelahiran setelah pernikahan
adalah kelahiran yang terjadi pada saat ayah
dan ibunya sudah tidak terikat pernikahan.
Hal tersebut dikarenakan perceraian keduanya
atau ayahnya meninggal namun konsepsi janin
terjadi dalam pernikahan tersebut. Konsep ini
sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh
Islam. Dapat diambil pemahaman dari KHI
tersebut bahwa anak yang akan dilahirkan dari
pernikahan karena hamil dahulu, sang anak
juga akan memiliki hubungan hukum terhadap
ayahnya yang mengawini ibunya dalam kondisi
hamil.
b. Analisis Secara Sosiologis
Ada perbedaan yang penulis temukan dari
penetapan No. 0051/Pdt.P/ 2016/PA.Bn dari
pengadilan Agama Bengkulu dengan Penetapan
No. 0017/Pdt.P/ 2016/PA.Bn. Perbedaan tersebut
antara lain:
1) Pada Penetapan No. 0017/Pdt.P/ 2016/PA.Bn.
calon mempelai pria telah cukup lama
menjalin hubungan dengan calon mempelai
wanitanya sedangkan Ahmad Vivin Pujangga
(No. 0051/Pdt.P/ 2016/PA.Bn) baru menjalin
hubungan selama 3 bulan dengan Bela Papira.
2) Pada Penetapan No. 0017/Pdt.P/ 2016/PA.Bn.
calon mempelai pria telah bekerja dan
mempunyai penghasilan sedangkan Ahmad
Vivin Pujangga (No. 0051/Pdt.P/ 2016/PA.Bn)
belum bekerja.
3) Pada Penetapan No. 0017/Pdt.P/ 2016/PA.Bn.
calon mempelai pria telah cukup lama
mempersiapkan pernikahan dengan calon
mempelai wanitanya sedangkan Ahmad
Vivin Pujangga (No. 0051/Pdt.P/ 2016/PA.Bn)
tidak memiliki rencana untuk menikah, bisa
diketahui dari statusnya yang masih pelajar.
4) Pada Penetapan No. 0017/Pdt.P/ 2016/PA.Bn.
calon mempelai wanita tidak dalam kondisi
hamil sedangkan Penetapan No. 0051/Pdt.P/
30 Musthafa Rahman, Anak Luar…., h. 25.
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2016/PA.Bn diketahui bahwa calon mempelai
wanita dalam kondisi hamil 1 bulan.
Dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka
secara sosiologis, pernikahan Ahmad Vivin
Pujangga bukan dikarenakan keinginan yang
kuat, maka pembentukan keluarga seperti ini
rentan ambruk. Status Ahmad Vivin Pujangga
sebagai pelajar tentu akan berpengaruh, pelajar
yang sudah menikah cenderung meninggalkan
bangku sekolah karena malu atau karena ada
peraturan di beberapa sekolah yang melarang
seorang pelajar untuk menikah. Selanjutnya
ketiadaan pekerjaan atau penghasilan tentu
akan berdampak terhadap keluarga besar
kedua calon mempelai, ini akan memberatkan
keluarga secara ekonomi. Selanjutnya, posisi
calon mempelai wanita yang hamil juga akan
membuat pembentukan rumah tangga yang
tidak ideal. Namun pernikahan ini juga memiliki
dampak positif, antara lain: menghilangkan malu
bagi calon mempelai wanita dikarenakan hamil
duluan, menyelamatkan psikologis seorang
wanita yang hamil di luar nikah, serta kepastian
hukum bagi anak yang akan dilahirkan nanti.
Jadi, menurut penulis, secara sosiologis
pemberian dispensasi Pada Penetapan No.
0051/Pdt.P/ 2016/PA.Bn. lebih berdampak positif
bagi calon mempelai wanita dibandingkan
kepada Ahmad Vivin Pujangga sebagi pemohon
dispensasi.
Pada dasarnya pengaturan usia minimal
perkawinan adalah untuk menjaga agar keluarga/
rumah tangga dibentuk dalam tataran ideal,
hendaknya calon suami atau istri sudah memiliki
kematangan fisik dan jiwa, sudah memiliki
pengetahuan yang cukup, memiliki sumber
pendapatan untuk menafkahi keluarga, serta
diniatkan dalam rangka ibadah dan menjaga
kesucian diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
Bila tataran ideal tersebut sudah didapatkan
seseorang ketika mencapai usia minimal,
maka pemberian dispensasi seperti ini adalah
pemberian dispensasi yang memiliki kualitas
baik, namun kebanyakan kasus permohonan
dispensasi justru dikarenakan hamil di luar
nikah. Hamil di luar nikah oleh masyarakat dan
juga pendapat mayoritas hakim adalah alasan
mendesak pemberian dispensasi perkawinan
di bawah umur.
Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam
perkawinan di bawah umur diberikan kepada
calon mempelai yang hendak melaksankan
perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi
syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai
umur sesuaidengan yang diterangkan pada Pasal
7 ayat (1) Undang-undangNomor 1 Tahun 1974,
namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan
kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan
dapat diberikan kepada calon mempelai.
Jelas sudah bahwa tujuan pemberian
dispensasi terhadap perkawinan di bawah
umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan
kehidupan umat manusia, karena dengan
pemberian dispensasi terhadap perkawinan di
bahwah umur ini sehingga dapat mengurangi
akibat yang tidak baik dalam kehidupan
yang akan dijalani calon mempelai. Penulis
melihat keumuman pemahaman dari demi
kemaslahatan kehidupan umat manusia, secara
sosial kemasalahatan adalah hal-hal yang baik
atau yang lebih baik, yang manakala ditingalkan
akan menimbulkan kerusakan pada sistem
sosial masyarakat. Manakala menikah itu lebih
baik daripada tidak menikah, maka pemberian
dispensasi harusnya dilaksanakan, tanpa melihat
sebab namun harus bertuju kepada akibat
dengan tetap berpegang para koridor hukum
yang berlaku.
Penutup
1. Faktor yang menjadi pendorong untuk
mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Bengkulu terdiri dari 2 faktor, dari
segi faktor intern calon mempelai sudah siap
lahir batin untuk melaksanakan perkawinan,
calon mempelai wanita sudah dalam kondisi
hamil, serta adanya kekhawatiran akan terjadi
pelanggaran norma agama jika tidak segera
menikah, secara ekonomi calon mempelai
sudah mempunyai penghasilan tetap serta
mampu berumah tangga. Sedangkan dari segi
faktor eksteren dikarenakan adanya aturan
perundang-undangan yang mengatur, yang
tertera pada pasal 7 ayat (1) tentang batas
minimal umur perkawinan bagi pria 19 tahun
dan bagi wanita 16 tahun, serta pasal 7 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menganjurkan untuk mengajukan dispensasi
kawin di Pengadilan serta PP Nomor 9 Tahun
1975 pasal 5.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Bengkulu karena calon mempelai sudah siap
lahir batin untuk melaksanakan perkawinan,
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calon mempelai mempunyai kekhawatiran
akan terjadi pelanggaran norma agama jika
tidak segera menikah, calon mempelai sudah
dewasa serta secara ekonomi mempunyai
penghasilan tetap yang kelak siap untuk
menjalani rumah tangga, dan calon mempelai
wanita sudah hamil diluar nikah sehingga
mendesak untuk dinikahkan.
3. Dalam penetapan nomor 0051/Pdt.P/2016/
PA.Bn, penulis menyimpulkan bahwa
dispensasi yang diberikan oleh hakim
disebabkan oleh calon mempelai wanita
dalam kondisi hamil. Menurut penuturan
beberapa hakim, hamil sebelum nikah adalah
sebuah kasus yang bersifat mendesak yang
menyebabkan harus segera dinikahkan
karena akan berakibat buruk bila tidak
segera dinikahkan. Pemberian dispensasi
pada penetapan nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Bn
menurut penulis seudah sesuai secara yuridis.
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